
I, 

WALIKOTALUBUKLINGGAU 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU 

NOMOR. \~ TA.HUN 2022 

TENTANG 

KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DASAR DAN 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

Menimba.ng 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 

DahWil berdasaI'luIB irerentu.a:n Li:tinpirart II Pedomafi. 

Pengembangan Muatan Lokal Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayrum Nomor BIA Tahun 2013 

tent.ang Implement.asi Kurikulum, perlu menetapkan 

Pcraturan Wali Kota tcnt.ang Kurikulum Muatan Lokal 

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan 
Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 

2. Undang-Und0.ng Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendklikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang•Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentrulg t{ubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara. Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan.V.. 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4863); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun.2022 Nomor 121, Tl}Jllbahan Lembanm Negara 

Republik Indonesia Nomor 6793); 

6. Pem.turan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ientang 

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2008 tentang Guru (Lemb4ran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 

7. Peraturan Pemerihtah Nomor 57 Tahun 2021 ten.tang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembanm Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) 

sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); 

9. Peraturan:-!. 
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9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikuhun Sekoiah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 196); 

11. Peraturan Menteri P-endidikan clan Kebudayaan Nomor 

81A Tahun 2013 tenUIDg Implementasi Kurikulum 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 

97-2); 

12. P-eraturan Menteri Pendidika_ti clan Kebudayaan Nomor 

79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102); 

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah Kata 

Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kata Lubuklinggau 

Tahun 2016 Nomor 7) sebagaiman teiah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peratu.ran Daerah Nomor 

12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Lubuklinggau (Lernbaran Daerah Kota Lubuklinggau 

Tahun 2021 Nornor 12); 

MEMUTUSKAN : 

PERJ\TURAN WALI KOTA TENTANG KURIKULUM 

MUATAN WKAL SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA 

BABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal LY. ... 
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Pasal I 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ; 

1. Kota adaiah Kota Lubuklinggau. 

2. Wall Kot.a adalah Wall Kot.a Lubuklinggau. 

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau. 

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya 

disebut Dinas adalah Dinas Pendid.ikan dan Kebudayaan 

Kot.a Lubuklinggau. 

5. Pendidikan adal/lh ~s.ilia sadar dan lerencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik six:ara aktif mengembangkim .potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengenda!ian diri, kepribadian, k.eq:~, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara yang diselenggamkan di Kora 

Lubuklinggau. 

6. Satrnµi Pendidikan adalah kelompok layanan yang 

menyelenggarakan Pendidikan pad.a jalur formal, non 

formal dan informal pad.a setiap jenjang dan jenis 

Pendidikan. 

7. Penmaiml Pendidikan Karakter Adrilab Gerakan 

Pendidikan di bawah tanggung jawab satuan Pendidikan 

untuk memperlolat karakter peserta didik melalui 

hannonisasi olah hati, olah rasa olah pikir dan olahraga 

dengan pelibatao dan kerja sama antar satw!n :Pendidikan, 

keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan 

Nasional Revolusi Mental, 

8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan 

mengenzj. tujwui, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu. 

9. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang rnemuat 

keragaman potensi daerah berupa 1:ingkungan alam, 

lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan 

daerah untuk dikembangkan pada satuan Pendidikan. 

10. Pembelajaran.¥. 
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10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

Pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. 

11. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, 

penjaminan dan penerapan mutu Pendidikan terhadap 

berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang 

dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungiawaban 

penyelenggaraan Pendidikan. 

12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang hams dimiliki, dihayati 

dan dikuasai oleh guru da1am mei.aksanakan tugas 

keprofesionalan. 

13. Kompetensi Dasar yang seianjutnya disingkat KD adalah 

kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus 

diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. 

14. Kompetensi inti yang selanjutnya disingkat KI ada\ah 

tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompet.ensi 

Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada 

setiap tingkat kelas atau program yang menjadi iandasan 

Pengembangan Kompetensi Dasar. 

15. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat 

SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup, sikap, penget.ahuan dan 

keterampilan. 

16. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas 

merencakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai basil pembelajaran, melakukan pembimbingan 

dan pelatihan. 

17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan cliri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan Pendidikan. 

18. Peserta didik adalah anggota masayarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 

yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan 

tertentu. 

19. Kepala sekoiah adalah guru yang diberi tugas tambahan 

sebagai Kepala Satuan Pendidikan. 
20. Warga.'f. 
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20. Warga masayarakat adaiah penduduk Kota Lubukllnggau, 

penduduk luar Kota Lubuklinggau dan warga negara asing 

yang tinggal di Kot.a Lubuklinggau. 

21.Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non 

pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran <law.Ill 

Pem:lidikan. 

Pasal 2 

Maksud ditetapakannya Kurikulum Muatan Lokal adalah: 

a. memberikan pedoman bagi satuan Pendidikan, tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah 

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama daiam pembelajaran 

Muatan Lokal; 

b. memberikan bekal Penguat.an Pem:lidikan Karakter bagi 

anak didik; 

c. mengembangkan kompetensi lulusan nriruma1 padajenjang 

dan jenis Pendi.dikan tertentu sesuai dengan kondisi dan 

ciri khas daerah; dan 

d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa 

pad.a Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air clan bangsa, 

berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teiadan, rela berkorban, 

kreatif dan inovatif serta profesional sesuai nilai khas 

daerah. 

Pasal3 

Kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk: 

a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah; 

b. mengenal clan mencintai lingkungan alam, sosiai, budaya 

dan spiritual di Kot.a; 

c. meningkatkan kernampuan dan keterampilan di bidang 

tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan 

kearifan lokal; dan 
d. penguatan __ ..,.,.-
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d. penguatan pendidikan karakter anak untuk harmonisasi 

olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga, serta mengenal 

dan mencintai sumber daya lokal untuk bisa 

mengembangkan di masa depan. 

Pasal 4 

Muatan Lokal dikembangkan berdasarkan prinsip: 

a. kesesuaian dengan perkernbangan peserta didik; 

b. keutuhan kompetensi; 

c. fleksibilitas Jerns, bentuk dan pengaturan waktu 

penyeienggaraan; ct.an 

d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah d.alam 

menghadapi tantangan global. 

Pasal 5 

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, yaitu: 

a. materi Muatan Lokal; 

b. tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal; 

c. kerangka Kurikulum; 

d. perencanaan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal; 

e. pelaksanaan Kurikulum Mu.at.an Lokal; 

f. tenaga pendidik, prasaran dan sarana; 

g. peningkatan partisipasi masyarakat; dan 

h. evaluasi kurikulum dan basil belajar. 

BAB II 

MATERI MUATAN WKAL 

Pasal 6 

Standar isi Kurikulum Muatan Lokal, meliputi: 

a. pendidikan baca dan tulis Al-Qur'an bagi yang beragama 

Islam; 

b. pendidikan lingkungan hldup; 
c. pendidi.ka:n.~ 
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c. pendidikan keterampilan, kerajinan dan budaya daerah; 

dan 

d. materi pendidikan iainnya yang dianggap sebagai 

kebutuhan dan karakteristik daerah dan/atau potensi 

sekolah. 

Pasa1 7 

(1) Pendidikan ha.ca dan rulis Al-Qur'an, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a didalamnyajuga memuat 

tentang tamyiz, seni baca Al-Qur'an dan kaligrafi. 

(2) Pendidikan linglrungan hidup sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf b didalamnya memuat tentang proses 

pembentukan karakter dan perilaku dalam memahami, 

mengembangkan serta meiatih pesen.a. didik dalam 

melestarikan lingkungan. 

(3) Pendidikan keterampilan, kerajinan dan budaya daerah, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memuat 

keterampilan dan kerajinan tangan, seni budaya serta adat 

istiadat yang menjadi ciri khas daerah. 

Pasal 8 

(1) Satuan Pendidikan harus melakukan kajian materi 

kurikulum muatan lokal guna menentukan skala prioritas 

clan ciri khas satuan Pendidikan. 

{2) Skala prioritas diusulkan oleh Tim Pengembang Kurikulum 

Muatan Lokal Satuan Pendidikan ke Tim Pengembang 

Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kota. Lubuklinggau 

untuk mendapat persetujuan dari Dinas. 

BAB III 

TIM PENGEMBANG 

KURIKULUM MUATAN LOKAL 
Pasal 9.':"." 
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Pasal 9 

Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal harus dibentuk 

pada: 

a. setiap satuan Pendidikan; dan 

b. tingkat Kota. 

Pasal 10 

(1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan 

Pendidikan, sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 9 huruf a 

paling sedikit, beranggotakan: 

a. Pendidik pada Satuan Pendidikan; clan 

b. Komite Sekoiah. 

(2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal, sebagairnan 

dimaksud pada ayat (li merupakan Tim Pengembang 

Kurikulum Satuan Pendidikan. 

(3) Tim Pengembang Kurikuium Satuan Pendidikan, 

sebagannan dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Sekolah. 

Pasai 11 

(1) Titn Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat 

Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 

b paling sediklt beranggotakan, yaitu: 

a. unsur Dinas; 

b. tenaga professional; dan 

c. lembaga adat. 

(2)Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Dinas. 

Pasal 12 

Tim F'engembangan Kurikulum Satuan Pendidikan 

bertugas, yaitu: 

a. mengidentifika3i poten3i muatan Jokal; 

b. mengusulkan .. ':" 
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b. mengusulkan rencana muatan iokai satuan 

Pendidikan kepada Tim Pengembang Kurikulum 

Tingkat Kota; 

c. menyiapkan SI, SKL, KI dan KO yang menjadi 

pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di 

tingkat Satuan Pendidikan; dan 

d. bersama guru muatan lokal pilihan satuan 

Pendidikan dan pihak-pihak terkait 

mengembangkan SKL dan KD. 

Pasal 13 

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat 

Kota bertugas, yaitu: 

a. menganalisis usulan rencana muatan lokal sesua1 

kebutuhan Kota pada satuan Pendidikan; 

b. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang 

Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan 

Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan 

lokal; clan 

c. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada 

satuan Pendidikan. 

BA6iV 

KERANGKA KURIKULUM 

Pasal 14 

(l)Kurikulum Muatan Lokai terdiri atas, yaitu: 

a. nama mata pelajaran; 

b. KI; 

c. KD; dan 

d. rasionalisasi dan landasan (fiiosofi). 

(2)Rencana pelaksanaan kurikulum muatan lokal 

disusun perangkat pembelajaran, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, yaitu: 

a. silabus; 

b. lembar kerja sJSwa; 

c. instrument penilaian; 
d. buku.V. 
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d. buku siswai bahan ajar; dan 

e. media/alat bantu pembelajaran. 

Pasal 15 

(1) Setiap satuan Pendidikan dalam 1 (satu) tahun 

pelajaran paling sedikit menyelenggarakan l (satu) 

jenis muatan iokai. 

(2) Muatan lokal yang diselenggarakan oleh satuan 

Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (li 

memperhatikan sumber daya Pendidikan pada 

satuan Pendidikan. 

BAB V 

PERENCANAAN DAN PENETAPAN 

KURIKULUM MUATAN LOKAL 

Pasal 16 

(1) Seliap satuan Pendidikan harus merencanakan 

Kurikulum Muatan Lokal. 

(2) Perenc;«naan Kurikulum Muatan Lokal, 

sebagaimana dimaksud pada ayat I 1 I dilakukan 

oleh tim Pengembang Kurikulum Satuan 

Pendidikan. 

(3) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang 

dengan ketentuan tidak bertentangan dengan, 

yaitu: 

a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan peraturan 

perundang-undangan yang beriaku; 

b. ajaran agama; dan 

c. norma dan adat istiadat setempat. 

{4) Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan 

mengusulkan Kurikulum Muatan Lokal kepada tim 

Pengembang Kurikulum Kota. 
/5). Kurikulum.Y. 
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(5) Kurikuium Muatan Lokal yang telah disusun Tim 

Pengembang Kurikulum, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) ditandatangani oieh Kepala Sekolah 

clan Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala 

Dinas. 

(6) Kurikulum Muatan Lokal dirancang clan dibahas 

oieh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokai 

Tingkat Kota. 

(7) Hasil pembahasan rancangan Kurikuium Muatan 

Lokal, sebagaiman dimaksud pada ayat (6) 

ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas. 

Pasal 17 

Setiap satuan Pendidikan dapat melaksanakan mata 

pelajaran Muatan Lokal, sebagai mata pelajaran 

tersendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran 

lainnya. 

BAB VI 

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN WKAL 

Pasal 18 

(1) Kcpala Sckolah d.alam pclaksanaan Kurikulum Muaran 

Lok.al bertugas, yaitu: 

a. bersama Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satu.an 

Pendidikan memastikan kerangka Kurikulum Muatan 

Lokal dan perangkat pembeiajaran; 

b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan 

Kurikulum Muatan Lokal; 

c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan 

rambu-rambu dan perangkat pendukung 

pengembangan Muatan Lokal; 

d. mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada 

seluruh warga sekolah; 

e. bersama Tim Pengembang Kurikulum Satuan 

Pendidikan dan guru muatan lokal menyelenggarakan 

pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang akan 

dilaksanakan.~ 
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dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SI, SKL, KI dan 

KD· • 
f. menugaskan guru yang akan mengajar mata pelajaran 

muatan lokal; 

g. membuat kesepakatan, kerjasama, dengan pihak-pihak 

terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan 

biia diperiukan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu 

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi Kurikulum Muatan Lokal. 

(2j Arahan teknis sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c 

paling sedikit memuat, yaitu: 

a. dasar pelaksanaan pengembangan Kurikulum Muatan 

Lokal; 

b. tujuan dan manfaat pengembangan Kurikulum Muatan 

Lokal; 

c. hasil yang diharapkan dan pengembangan Kurikulum 

Muatan Lokal; dan 

d. unsur-unsur yang terlibat dan urruan tugas dalam 

pengembangan kurikulum muatan lokal. 

(3i Unsur yang terlibat, sebagaiman dimaksud pada ayat (2) 

huruf d terdiri dari unsur Pemerintah Kota, tokoh agama, 

tokoh adat dan unsur profesional sesuai dengan 

kebutuhan pelakasanan Kurikulum Muatan Lokal. 

BAB VII 

TENAGA PENDIDIK, PRASARANA DAN SARANA 

Pasal 19 

(I) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah guru dan/atau 

tenaga pendidik yang mempunyai kornpetensi dala.m 

bidang muatan lokal. 

(2) Tenaga pendiclik muat.an lokal, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dari unsur tokoh agama, tokoh adat, 

dan/ atau tokoh seni budaya yang mempunyai kompetensi 

dalam bidang Muatan Lokal. Pasal 20 .. Y 
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Pasal 20 

Untuk menjamin pencapaian KI dan KD Muatan Lokal dapat 

digunakan prasarana dan sarana di luar sekolah. 

( 1) Masyarakat 

BAB VIII 

PENINGKATAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT 

Pasal .21 

dapat ber;--...artisipasi aktif 

mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal. 

(2) Pruti.sipasi masya.r.tlmt, s:;,!x:.gairmm.:. di.'l."'.uksud pad.a ayat 

(1) dapat berupa, yaitu: 

a. pengembangan prasarana dan sarana Muatan Lokal; 

b. menjadi narasumber Pendidikan; 

c. pelatih; dan/atau 

d. guru. 

(3) Partisipasi masyarakat haro.s mendapat izin dari Kepala 

Sekolah, dengan pemberitahuan kepada Kepala Dinas. 

BAB IX 

EVALUASI KURIKULUM DP._N 

HASIL BELAJAR 

Pasal 22 

( 1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan 

Muatan Lokal pada satuan Pendidikan. 

(2) Monitoring dan evaluasi, sebagam::tana dimaksud pad.a ayat 

(1) dilakukan secara berkala dan/ atau insidentil. 

Pasal 23 

Satuan Pendidikan rnelakukan evaiuasi terhadap ; 

V a. program ... 
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a. program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji 

sebagian atau seluruh aspek sebagai berikut konteks, 

input, proses, output dan outcome; dan 

b. basil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum 

Muatan Loka1. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Peraturan Wali Kota lTII mulai beriaku pada tangga.i 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengeuiliuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota lnl, dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau. 

Ditetapakan di Lubuklinggau 

pada tanggal, 31 !11"1-1 2022 

WALI KOTA t'UBUKLINGGAU\ t 

Diundangkan di Lubuklinggau 

~.N.PRAN 

2022 pada tanggal, 31 l)lti 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

~IMAJ!vi SENEN. 

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR !? 


